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ABSTRAK

Alexsander Roy Happy Hamonangan. 202220252010. Peniadaan Pidana
Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil
Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia

Dalam rangka penegakan asas legalitas tidak dapat dilepaskan dari komponen
dalam perbuatan pidana tersebut yaitu actus reus dan mens rea. Dalam
penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh ASN di Indonesia
merupakan tindakan dari hukum administrasi, namun dalam penerapannya terdapat
kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Penelitian tesis ini meérumuskan permasalahan yang terjadi pada Putusan
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jap Tanggal 30 April
2021 atas nama Terdakwa Hentje A. E. Rumbewas, S.E selaku bendahara
pengeluaran dinas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang melakukan
pengajuan anggaran tahun 2015 untuk pelaksanaan di tahun 2016 atas pembayaran
insentif guru-guru kontrak di Kabupaten Biak Numfor. Rumusan permasalahan
adalah, (1) Bagaimana hilangnya sifat melawan hukum secara pidana dalam
tindakan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh
oknum ASN? dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan
pengembalian kerugian keuangan negara atas adanya kesalahan tindakan
administrasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara? Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana hilangnya sifat melawan hukum secara
pidana terhadap tindakan pengembalian dan untuk mengetahui wujud
pertanggungjawaban yang efektif terhadap kesalahan administratif tersebut.
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif atau
kepustakaan.

Hasil temuan penulis adalah a) Praktek yang terjadi dalam penanganan kesalahan
administratif masih tetap dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan tindak
pidana korupsi. b) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana
korupsi dianggap sebagai hal yang meringankan namun dalam administrasi
dianggap sebagai pertanggungjawaban. ¢) Keberlakuan kedua undang-undang yang
berbeda sanksi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Kesimpulan bahwa
(1) sifat melawan hukum dapat hilang yaitu diputuskannya peniadaan pidana dalam
tindakan pengembalian kerugian keuangan negara apabila nyata bahwa dalam
perbuatan tersebut murni adalah kesalahan administratif dan tidak dilakukan
dengan maksud jahat yang dirancang sebagai dasar dari dilakukannya perbuatan.
(2) pertanggungjawaban hukum yang tepat dan efisien dalam kesalahan dalam
tindakan administrasi yaitu dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan
negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dikeluarkan hasil
pengawasan oleh APIP.

Kata kunci: kesalahan tindakan administratif, pengadaan jasa pemerintah.
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ABSTRACT

Alexsander Roy Happy Hamonangan. 202220252010. Crime elimination against
the recovery of state losses committed by state civil servants in procurement
activities for goods and services in Indonesia

In the context of enforcing the principle of legality, it cannot be separated from the
components of the criminal act, namely actus reus and mens rea. In the
implementation of the procurement of goods and services carried out by ASN in
Indonesia, it is an act of administrative law, but in its implementation there are
administrative errors that result in state financial losses.

This thesis research formulates the problems that occurred in the Jayapura District
Court Decision Number 2 / Pid.Sus-Tpk / 2021 / Pn Jap dated April 30, 2021 on
behalf of the Defendant Hentje A. E. Rumbewas, S.E as the treasurer of the
education office expenditure in Biak Numfor Regency, Papua, who submitted a
2015 budget for implementation in 2016 for the payment of incentives for contract
teachers in Biak Numfor Regency. The formulation of the problem is, (1) How is
the loss of the unlawful nature criminally in the action of returning state financial
losses that have been carried out by ASN individuals? and (2) How is the legal
accountability for the action of returning state financial losses due to administrative
errors that cause state financial losses? The purpose of this study is to determine
how the loss of the unlawful nature of the criminal act of return and to determine
the form of effective accountability for the administrative error. The research
method used is normative legal research or literature.

The author's findings are a) The practice that occurs in handling administrative
errors is still being examined in the trial of corruption crimes. b) The return of state
financial losses in corruption crimes is considered a mitigating factor but in
administration it is considered as accountability. c) The application of the two laws
with different sanctions causes the absence of legal certainty. The conclusion is that
(1) the unlawful nature can be lost, namely the decision to eliminate criminal
penalties in the act of returning state financial losses if it is clear that the act is
purely an administrative error and is not carried out with malicious intent designed
as the basis for the act. (2) proper and efficient legal accountability in errors in
administrative actions is by returning state financial losses within a period of 10
(ten) days from the issuance of the results of supervision by APIP.

Key words: administrative action errors, procurement of government services.
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